BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2% TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrast pengelolaan
keuangan daerah dan memberikan kepastian hukum
dalam  penyelesaian dan  penghapusan  ulang
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata cara
penyelesaian utang Pemerintah Daerah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan — sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyclesaian dan
Penghapusan Utang Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (lenlang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Necpotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun/7 2005 Nomor 140,
Tamhaban Lembaran Negara Nomaor 45781

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerinlahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Presdien Nomor 54 Tahun 2010 tentan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Taerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Talmin 2011,

9. TDeraturan Bupnti Sidenreng Rappong Nomor B “'ahun
2016 tentang Kebhijakan Akuntansi Pemerintah T'aeranh
Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Munclapkan : FERATURAN BUPATI TENTANG TATA <(ARA
PENYELESATAN DAN FENGHAPUSAN UTANG
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paenl 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang merimpin
pelaksanaan wrusan  pemerintahan yang  rienjadi
kewenangan daerah olonom,

3. Bupati adalalh Bupati Sidenreng Rappang.

4. Sckrelaris Dacrah adalah Sckrelaris Dacrah Kahoapaten
Sidenreng Rappang.

5. Batuan Kerja Perangkat Dacrah vyang selar jutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah dacrah Kabupaten Sidenreng Rappuang selaku
DETIELOUTE #npgEean / pengeune baning

5. Batuan Kerja Peranghkat Keuangan Dacrah yang
selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkal Jdaerah
pada pemerintah daerah selaku pergguna
anggaran/penpgguna barang, yang jugs melaks: nakan
pengelolaan keuangan dacrah.

7. Badan Pengelola Keoangan Daerah yang selor jutnyn
disingkal BPKD adalah DBadan DPengelola Kevanpgan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

#. Utang Laerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah  Dacrah  dan/atau  keajiban Pemerintah
Dacrah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
perdluran perundang-undangan,  perjanjian,  alau
berdasarkan sebab lainnya yvang sah,

9. Utong pemerintuh doeroh hepuda pibok kelign odaloh
tlang yang berasal dact kopinlan penpuadaan baran /jasa
SKPD yang pelaksanaan pekerjaan fisiknys dinystakan
selesai 100% (seratus perseratus), tetapi sampai cengan
akhir tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.



10, Penghapusan Utang adalah tindakan pembatalan (agihan aleh Pemerintah
NDaerah kepada Pihak Ketiga, baik scbhagian maupun seluruh jumlah utang
dalam bentuk perjanjion formal diantarn keduonya, vang ditindak lanjuti
dengan lindukan penghapusbukuan dan penghapustagihan,

BAB II
MARSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Dacrah
dan pihak kotiga dalam menyelesaikon utang pemerintah dacrah tepada
Pihak Ketiga.

(2) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan
cara membayar pihak keligu sesual dengan jumlah sebagaimana tercantum
dalam kontrak,

(3) Dalam hal pembayatan scbagaimana dimeksud pada aval (2) tidal dapat
dilakukan sesuai dengan tata cara scbagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini, maka dilakukan penghapusan utang.

Bagian Kedua
Tujuan

Peraturan Dupati ini berlujusan apar utang Pemerintah [laerah leepnde Pihak
Ketiga yang masih menjudi kewajiban Daerah dapat diselesaikan denga:. cepal
sesual dengan tata cara sebagaimena dialur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PENGIIAPUSAN UTANG

Bagian Hesatu
Kriteria Penghapusan Utang

Pasal 3

Utang Pemerintah Daerah dapat dihapus apabila:

a. Utang sudah berumur 3 (tiga) tahun atau lebih terhitung sejak peniakuan
utang, yang lerlebih dahulu dilakukan kenfirmasi kepada pihak keligs

b. Pihak Ketign tidak ditemmukan domisilinya/alamat sesuai yang terlers dalam
kontrak;

¢, Pemeriniah Dacrah telah menerima sural pernyataan dari Pihak Ketiga
unluk Lidak mengajukan togihan;

d. Pihak Ketiga tidak memberikan keterangan alau pernyalaan sampsl batas
waktu yang lelah ditentukan,

Pasal 4
(1) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan

cara penyampaian lertulis kepada pihak ketiga unluk mende patkar
kejelasan tentang penyelesaian utang Pemerintah Daerah,



(2)

(3)

(1)

(2)

Surat pernyataan dari pihak ketign sebagaimana dimaksud dalam Posal 3
kuruf ¢, adalah pernyataan leriulis dari  pihak ketiga  tenlang
lketidaksediannya untuk melakukan penagihan, vang paling sedikil mumuat
numa direkiur (yang dikuasakan), alamat, nama perusahaan, jenis
pekerjaan, lahun pekerjaan, nilei sisa kontrak yang belum ditapih, serta
ditandalangani dengan dibubuhi cap/stempel perusahaan dan bern aterai
6000,

Tidak memberikan keterangan atau permyataan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d, adalah apabila pithak Pemeriniah Daerah (elah
melakukan prosedur persuratan dan/atau publikasi melalui media cetak
akan letapi Pihak Kectiga tidak memberikan kelerangsn alnu pernataan
sumpal dengan batas wolkty yang diatur dalam prosedur penghapusan
utang/kewajiban SKPD kepada kreditur/pihak ketiga,

Bagian Kedua
Prosedur Penghapusan Utang/Kewnjiban SKPD
Kepada Kreditur/Pihak Ketiga

Pasal &

Prosedur penghapusan utang kepada Whak Ketiga yang diketahuw

domisilinya:

a. melakukan prosedur persuratan dengan mecminla konfirmasi atas utang
Pemerintah Daerah;

b. apabila pihak ketiga memberikan konlirmasi bahwa tidak lagi melekukan
penaglhan atas sisa dana yang belum dicsirkan, maka dibuatkar. sural
pernyalaan tidak akan menugih utang;

¢. npabila pihak ketipa memberikan konflrmasi bahwa akan melekukan
penagihan, meuks SKPD wajib menganggurkan di Dokumen Pelaksonaan
Perubuhan Anggaran (DPPA) SKPD tahun berkenaan dan/aiau Doumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Dberikutnya terkait peinbayaran
utang/kewajiban, dan apabila sampai dengan berakhirnya lahun anggaran
tidak mengajukan tagihan make Pemcrintah Dacrah berhuk mek kukan
penghapusan utang darl pihak keligs;

d. setclah sampai balas waktu yang ditentukan, tapt Pihalk Ketiga belum
melalcukan  konfirmasi, maka Pemerintah Daerah dapal moembuat
keputusan secara sepihak untuk melalukan proses penghapusan u ang;

Prosedur penghapusan utang kepada Fihak Kctiga yang tidak dilietahuwi

dormisilinya;

a. apahila [Hhok Ketipgs tidak dikelahinl alamat/domisilinya, mealka dilidiukan
prosedur publikas! melalui media ceink,

b. apabila pihak keliga meamberikan kotfirmasi baohwa tidak lagi melakukan
penagihan alos sisa dana yang belum dicairkan, maka dibuatkm sural
peruyataan  tidak akan menagih  utang  scsual  dempan koisoluan
sebagaimana dimukeud dalam Pasal 4 ayat (3);

e apahila pihak 1-::_-.1'1',5;: membenikan  leanfirmeas: bahwa alkan meladrulean
penugihan, maka SKPD wajib menganggarkan di Dokuwmnen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) BKPL tahun berketaan dan/atau T kumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)} tahun berikutnya terkail pembayarar ulung,
dan wapuabila sampw  dengan  berakhirnya  lehun  anggaran  Ldalk
mengajukan tagihan maka Pemerinialh Daerah  berhak melakukun
penghapusan utang dari pihalk ketiga

d, apabila selelah batas waktu yang ditentukan, Pihak Ketigan behum
mealakukan  konfirmasi, maka Pemerintah Duerah dapat nur:'.m'i'n]ﬂla/
leeputusan sceara aepihak untuk malakukon penphapusan ulang;




Pazal 6

(1) Komunikasi (=rtulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) buruf a,
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a, kepala SKPD enyampaikan laporan tortulis kepada Pihak Ketiga perihal
perminlaan  kelerangan mengenal status utang Pemerintah Dacrah,
dengan mecnggunakan formal sebagaimana lercantum delam Lempiran
peraturan ini;

b. permintaan konfirmast kepada Plhak Ketiga sebapgaimana dimaksud pada
huruf o, diberikan hatas waktu paling lambat 5 (ima) hari kerji sejads
gurat diterima;

. apalnla pada tangegal yang seharusnya vang bersangkutan cimintai
ketcrangan tidak hadir, maka dilakukan persuratan kedua paling lembat 5
(lima) hari kerja sejak tunggal diterima;

d. apabila pada tanggal scbagaimana dimaksud pada harul © yang
bersangkulan dimintal keterangan tidak hadir, maka dilakukan
persuratan ketiga paling lambat 5 (lima} hari kerjs sejak tanggal diterima;

e. apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada wuruf d
vang bersangkutan tetap tidak hadir juga, maka Kepala SKPD bherhak
melakulkan proses penghapusan utang.

(2) Prosedur publikasi melalui media cotak scbagaimana dimaksiid dalaia Pasal

5 ayat (2) huruf a, adalaly memenuhi tahapan schagai beriloat:

a. kepala SKPD meclakukan proses pemasukan berita ke media cetck vang
isinya permintaan keterangan mengenai stulus utang Pemerintah nerah,
dengan mencantumlban batae walttu konfirmaesi 10 (sepuluh) hai kerja
sejak berita dimuat;

b. apabila pada tanggal permintaan sebapaimana dimaksud pada hurul a
yang bersangkulan tidak hadir, maka Kepala SKPD menyampaikan secara
tertulis kepada Kepala SKPKD yang disertai bukti berupa cetakar berita
(surat kabar atau majalah].

Pasal 7

(1) Betelah SKPD melakukan konfirmasi sesuai prosedur sebagaimana dinaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), maka kepala SKPD membuat surat usulan
penghapusan atas utang yang ditujukan kepada Kepala Dacrah melalui
kepala SKPKD.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1] adalah beris: perihal
ketidaksediaan Pihak Keliga melakukan penagihan, dan dilampirkan bulsti
konfirmasi dari Pihak Ketiga dan bukti berita penyampaian lewa! media
cetak;

(3) Atas dasar surat permohonan dimaksud pada ayat (2), maka kepala SKPKD {
mengajukan penghapusan ulang.



BAE IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang.

9] ] Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
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Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tangeal 65 November 207

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 33 Tahon 2017
TANGGAL : 056 Ngwmber TAHUN 2017

FORMAT PERMINTAAN KETERANGAN MENGENAI STATUS UTANG
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II #)
NOMOR : e

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama S R s R e S S EERA R
Alamat § o D A
Jabatan i e R N M. S
Nama Perusahaan S PV e N —— )
Paket Pekcerjaan R A
Untuk menghadap kepada

Nama e A R S A S R
NIP T S e S | NN S
Jabatan I S S D R
Pangkat e e e A e, I L) e cnaen
Pada

Hari b sea R R S S TR R S G S R
Tanggal e A R A R
Jam 2SO S SO N O, SO
Tempat e WM U R N

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan status utang Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran ......... aenpan BBl Bh: oo e

2. Demikian untuk dilaksanakan.

--------------------------------------------------------

Tembusan Yth :

[ETD
SEKRETARIS
RS RRURTARS & PELAPORAN | & |

_

i
1
|
KasUgI0 ARUNTALE j
FCASUBID INFORMASI 3 PELKPORAN |




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : %% Tabun 2017
TANGGAL : 06 Nyembey TAHUN 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP REKANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama T e e R DA A R

Alamat L e R S T R S

Tempat/Tgl Lahir N LR SV OY S PR S
Jabatan N P N

Nama P sy P —

Perusahaan

Paket Pekerjaan B et e s e s

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan melakukan penagihan terhadap

Pemerintah Daerah atas utang Tahun Anggaran ......... dengan nilai schesar
£ AR [ pamnsivaunes ), pada kegiatan/proyvek ..........cccceiiiieen
pada Dinas/Badarn .......occeiivvnnn.

Demikianlah surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada
unsur paksaan dari pihak siapa saja. Apabila nanti kemudian hari saya
ternyata melakukan pelanggaran atau pernyataan ini tidak sesuai maka
saya siap mencrima segala konsekuensinva sesual dengan hukum yang
berlaku

Direktur/Pimpinan...

Tembusan Yth ¢
2

BUPATI SIDENR RAPPANG;.'J.(

KEPALA BPKD e
SEKRETARIS :
$ABID AKDNTANS! & PELAPDRAN

RASUBID AKUATANS |
Tiuya -l: X (AERE ™ i
RS UBIO INFORUASI & PELAPOEY | TN
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